PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Letkol Pol Toegino Email : dkpltanjabbarkab.go.id

KUALA TUNGKAL Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 33 / DKP /2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang  :a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik
di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat serta untuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang
Q lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
DinasKetahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daecrah Tingkat II

Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘ Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran



6.

10.

11

12,

Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4843),

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan  Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Dacrah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupeten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah



Memperhatikan

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor S Tahun 2021 tentang Perbuahan Kedua Atas
Peraturan Daerah  Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor
o);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun
2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Dacrah (Berita Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2023 Nomor 25);

: Keputusan  Bupati Tanjung Jabung Bflrat Nomor
503/Kep.Bup/KOMINFO/2024  tentang Pejabat Pcngglola
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Il Keputusan ini;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Peclaksana
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut :

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :

a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi
publik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat;

b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara
tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti
proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak
pemohon; dan

c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pelayanan informasi publik;

2. PPID Pelaksana, bertugas :

a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
¢ informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;
e informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
e informasi yang wajib tersedia setiap saat;
e informasi yang dikecualikan;
b. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik
yang diajukan oleh pemohon informasi publik;



d.

mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Perangkat
Dacrah;
mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan
pclayanan informasi yang ada di Perangkat Dacrah kepada
publik;

. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di

Perangkat Dacrah;
melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang
ada di Perangkat Dacrah,;

. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di

Perangkat Dacrah untuk di akses olech masyarakat;

. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk

disampaikan kepada PPID Utama; dan
memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang
ada di Perangkat Daerah kepada PPID Utama secara

berkala.

Dalam  melaksanakan tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya, PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada
Atasan PPID Pelaksana.

6 3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :

a.

b.

g.

membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar
informasi publik;

menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh
akses informasi publik;

menctapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar
informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan
informasi publik;

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi; dan

memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.

4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :

a.

¢ ;

melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon
informasi publik;

. mencatat permohonan informasi publik dalam register

permohonan;

membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan
informasi publik;

pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;

menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh
masyarakat; dan

melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian
arsip pelayanan informasi publik.

5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas :

a.

b.

memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana
dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon
informasi publik;

memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan
keberatan informasi publik;



KETIGA

KEEMPAT

c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian
serta uji konsekuensi informasi publik; dan
d. membantu menyelesaikan informasi publik.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal \ Juli 2025

DINAS

ERY




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN ~PANGAN  KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR:  /DKP/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI  PELAKSANA  PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

Atasan PPID

PPID Pelaksana

Bidang
Bidang Pengolahan Bidang Pelayanan Penyelesaian
Data Dan Klasifikasi Informasi Dan Sengketa
Informasi Dokumentasi Informasi
‘ KEPAIJA DINAS

0
A \
=




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN  PANGAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 28/ DKP /2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI  PELAKSANA  PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

I.  Atasan PPID : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

II. PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
6 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

[II. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
1. AFRIYANTO, S.P
2. JAKA

IV. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
1. RAHMA OCTAVIYANI, S.H
2. M. AGIL PUTRA TRIYENDI, S.S

V. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
1. NELLA NATALINA BR. GINTING, A. Md
2. PUTRI DEWI NENG AYU




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Letkol Pol Toegino Email : dkp tanjabbarkab.go.id

KUALA TUNGKAL Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 39 / DKP /2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik.
i dan Dokumentasi

pada Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi
@ (PPID) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, maka perlu dibuat penunjukan Operator Aplikasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
untuk mengelola, mengoperasikan, melakukan
pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta
menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh

masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
tentang Penunjukan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
. Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang




6.

10.

Pembentukan  Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3986);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elcktronik (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4843);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang  Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Dacrah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);



Memperhatikan

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

i s

Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(Lembaran Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor

13.

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupeten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana
telah diubah beberapa Kkali terakhir dengan Peraturan
Dacrah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbuahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daecrah (Lembaran
Daecrah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021
Nomor 5);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun
2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Dacrah (Berita Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2023 Nomor 25);

:1. Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan pangan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 28 /DKP/2025
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN

Menunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pel

aksana pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung

Jabung Barat, sebagai berikut :

NAMA : ZAINAB, S. Sos
JABATAN : Penata Layanan Operasional

Op

crator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut :

a.

b.

mengelola dan mengoperasikan Aplikasi PPID Pelaksana pada
Perangkat Daerah;

melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi pada
Aplikasi PPID Pelaksana;

. melayani permintaan informasi dan dokumentasi pada

Aplikasi PPID Pelaksana;
membuat laporan harian pelaksanaan monitoring terhadap
aplikasi PPID;



KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 11 Juli 2025

KEPALA DINAS
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[ 1silah semua data menggunakan huruf balok
[ Formulir ini merupakan lampiran dari surat Penguatan kelembagaan PPID Tanjung lab'ung Barat
[ Setelah diisi formulir diserahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

—_——

0 DATA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

namaorp: ()VNAS (ETﬂHhU“’V PHUM/V

AAMAT: JALANV  LETkol Pol TOEOINO
Kode Pos - 3(,( \} Telepon e MAIL: dkp @ eansqbbar\(ab. @d

(S DATA'PENANGGUNGUAWAB

navatenekar - rs- Wo M HASBL  ALSI D6

NIP 1949041119903 1003
JABATAN SELRETARYS
PONSEL 0022 190 0689

SDATAIOPERATOR

NAMALENGKAP @ 2 AINp B - §-S06

NIP : (9950812 203521 7 a0
JABATAN TeMaTd LAYAARN  QPeRR<ia kL
PONSEL 6823 01ab bolb

KETERANGAN e Penanggung Jawab adalah Sekretaris Badon/Dinas/Kecamatan

' PERSETUJUAN

¢ Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya telah membaca dan setuju untuk
: mematuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku pada Aplikasi PPID Perangkat Daerah yang saya
‘ kelola dibawah pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, )\.... JUM.......2025
PENANGGUNG JAWAB OPERATOR
RS Hm ASS1D16) 2RIvAD . S-508
NIP. (468041119903 (002 *NIP. [§9508 (3 203521 2 @70
: MENGETAHUI,
KEPALA O
>
- a0 ERYIS 9T .m &
NIP. | /063 30 1997031003

/

*)lika ada, kosongkan jika operator merupakan non ASN



